Publika, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara, Vol 3, Nomor 3, edisi September 2014
http://jurmafis.untan.ac.id

PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN BARANG-BARANG MILIK
DAERAH DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS|
KALIMANTAN BARAT

Oleh:
Hendrianus Jimmy
NIM. E21108035

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas IImu Sosial Dan lImu PalitiksUniversitas Tanjungpura Pontianak
email: hendrianus_jimmy/1986@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini_bertujuan untuk mendiskripsikan tahapan pengawasan dalam
pengelelaan barang-barang milik daerah di Biro Umum . Sekretariat '‘Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan ditemukan
masih adanya“pengadaan barang secara berulang-ulang, dan perencanaan barang
yang tidak “sesuai dengan standarisasi._perencanaan kebutuhan barang. Masih
kurang tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan barang=barang milik
daerah dilihat berdasarkan aspek adminiStrasi, terutama dalam menyampaikan
laporan berkala dan laporan serah terima barang, serta kurangnya pengetahuan
petugas terhadap inventarisir dan | perbendaharaan barang milik= daerah.
Monitoring terhadap pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak adanya kartu kendali dan tidak
adanya |aporan kepada atasan (K epala Bagian Tata Usaha). Masih adanya ketidak
pahaman pegawal yang ditunjuk sebagal penyimpan dan pengurus barang milik
daerah’. mengenai aplikasi SIMBADA. Untukitu diharapkan setigp unit
kerjalbagian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaimantan Barat
mendata ulang secara lengkap barang-barang milik daerah. Penyimpanan dan
penyaluran‘barang hendaknya memperhatikan aspek administrasi,dan diharapkan
adanya kegiatan kursus/pelatihan kepada pegawa penyimpan dan pengurus
barang, untuk’s;meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tersebut
terhadap inventarisit. dan perbendaharaan barang milik.-daerah. Monitoring
terhadap pengelolaan barang/inventaris=mitik—daeran hendaknya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali serta dibuatkan kartu kendali dan dilaporkan kepada atasan.

Kata-kata kunci:  pengawasan, pengelolaan, dan barang-barang milik
daerah.
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ABSTRACT

This study aims to describe the control mechanism the® management of goods
belonging to the general secretariat at regiona bureau Kalimantan barat,provine.
Based on result the analysis at field data found persistence of procurement repeatedly
and planning, goods are not in accordance with the standardization requirements
planning geods, still 1ess orderlyimpl ementation the management oversight belonging
visible arearbased on aspect of administration, especially in delivering periodic repots
and reports the hanover of goods, as well as lack of knowledge and treasury officers
theinventarisir of goods belonging to the area. Monitoring the asset management area
has inot been carried out periodically: every 6(six) monts and the lack ‘of contal cards
and the absence of areport to the head of administration there is still incomprehension
employes designated as storage and managementthe property of the SIMBADA
applications. For it is expected that each unit of work/part in the general secretariat
the regional bureau in Kalimantan barat record complete re belonging goods area.
Strorage,and distribution of goods should pay attention to the administrative aspects,
and expected that the activities the-course/training to employees and board storage of
goods to enchance the employees knowledge and-understanding of finventory and
treasury areas. Monitoring the, management. of goods/inventory belonging to the area
should be carried out in accordance with applicable regulations, which periodically
every six monthfand made a control card and reported to leader.

Keywords: controlling, management and goods belonging area
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A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini  berangkat dari
permasalahan belum  maksimalnya
pengelolaan  barang-barang  milik

daerah di Sekretariat Daerah Provins
Kalimantan Barat. Hal tersebut terlihat
antara lain: tidak tertibnya pencatatan
dan pelaporan barang-barang..milik
daerah, pencatatan barang-barang milik
daerah masih dilaktukan secarasmanual,
dan pengadaan yang herulang-ulang
terhadapkendaraan dinas dari. masing-
masing biro/SKPD di  Sekretariat
Daerah Provinss Kalimantan Barat
menunjukkan tidak adanya kontrol
terhadap  barang-barang milik daerah
baik segi
(pengadaan),  inventarisir

dari perencanaan
bahkan
tersebut.

adanya

penggunaan barang-barang
Selain’,  itu  ditemukan
penyalahgunaan peruntukkan barang-
daerah,

dinas  yang
dikembaikan ‘ketika terjadi

pegawai di Biro Umum Sekretariat

milik misalnya
tidak

mutasi

barang

kendaraan

Daerah Provins Kalimantan Barat.
Berdasarkan fakta empiris yang
telah diuraikan pada latar belakang
penelitian, maka dapat
masadah yang dijadikan sebaga
landasan dalam penelitian ini adalah :

rumusan
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“Bagaimana Tahapan Pengawasan
Dadam Pengelolaan barang-barang
milik daerah di Biro Umum Sekretariat
Provinsi Kalimantan Barat?”.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:
mendiskripsikan tahapan pengawasan
dalam pengel olaan barang-barang milik
dagrah. di Biro Umum Sekretariat

Provins Kaimantan Barat.

B. Kajian Pustaka

Dalam rangkaymencapai.. tujuan
organisass maka perlulah diadakan
kegiatan pengawasan «=&gar segda
sesuatu yang telah direncanakan dapat
berjalan sesua dengan ' apa yang
diharapkan  serta  ketika~ terjadi
penyi mpangan-penyimpangan bisa
difakukan koreksi terhadap kejadian
tersebut. Karena tujuan utama dari
pengawasan ialah mengusahakan agar
apa yang —direncanakani menjadi
kenyataan. Untuk dapat’ benar-benar
merealisas tujuan__utama tersebut,
maka pengawasan pada taraf pertama
bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan
sesua dengan instruksi yang telah
dikeluarkan, dan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
yang dihadapi dalam

rencana  berdasarkan

kesulitan

pel aksanaan
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penemuan-penemuan  tersebut
tindakan
memperbaikinya, baik pada waktu itu
waktu-waktu yang akan
datang. (Manulang, 2004 : 173).
Soekarno dalam Saydam (2005

dapat

diambil untuk

maupun

197), mengemukakan tujuan
pengawasan antaralain adalah :
1. Untuk mengetahui .apakah suatu

kegiatan sudah berjalan sesuai; dengan
rencana.

2. Untuk mengetahui apakah suatu
kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
3! Untuk mengetahui apakah kegiatan
telah berjalan efisien.

4. Untuk

kesulitan dan kelemahan-kelemahan

mengetahui  kesulitan-
dalam kegiatan.

5. Untuk mencari jalan keluar bilaada
kesulitan, kelemahan atau kegagalan
kearah perbaikan.

Sebaga acuan dalam-melakukan
analisis terhadap permasalahan ‘belum
maksimalnya “pengelolaan barang-
Sekretariat
Daerah Provinss Kalimantan Barat,

barang milik daerah di

penulis mengacu pada pendapat
Handoko (2005 363), yang
menyatakan bahwa  pengawasan

biasanya terdiri paling sedikit lima

tahap, sebagai berikut :
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1. Penetapan standar pelaksanaan
(perencanaan).
Tahap pertama dalam pengawasan
adalah
pelaksanaan. Standar mengandung
sebagai
pengukuran yang dapat digunakan

penetapan standar

arti suatu  satuan
sebagal patokan untuk penilaian
hasil-hasit;. tujuan, sasaran, kuota,
dan, target pelaksanaan dapat
digunakan sebagai standar.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan.
Penetapan standar adadah sia-sa
bila tidak disertai berbagai cara
untuk  mengukur ‘pelaksanaan
kegiatan nyata. Oleh karena |itu
tahap kedua daam pengawasan
adalah menentukan pengukuran
pel aksanaan kegiatan secaratepat.
3. Pengukuran pelaksanaan ikegiatan
nyata.
Setelah frekuensi pengukuran dan
sistem  monitoring  ditentukan,
dilakukan  sebagai

proses yang berulang-ulang dan

pengukuran

terus menerus. Ada berbagal cara

untuk  melakukan  pengukuran
pelaksanaan, yaitu pengamatan
(observasi), laporan-laporan baik

tertulis maupun lisan. Metode-
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metode otomatis dan
(test)

pengambilan sampel.

inspeksi,
pengujian atau dengan
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan
dengan standar dan penganalisaan
penyimpangan-penyimpangan
Perbandingan pelaksanaan nyata
yang
direncanakan atau_.sstandar yang
telah ditetapkan merupakan_ tahap

dengan pel aksanaan

yang paling mudah ' dilakukan,

tetapi© kompleksitas dapat” terjadi

pada saat menginterprestasikan
adanya._penyimpangan (deviasi).

Penyimpangan-penyimpangan

harus dianalisa untuk menentukan

mengapa standar tidak  dapat
dicapai.

5. Pengambilan tindakan korektif bila
periu.
Bila Thasil analisa menunjukkan

perlunya tindakan koreksi; tindakan

ini harus diambil. Tindakan kereksi
dapat diambil. dalan berbagai
bentuk. Standar mungkin diubah;
pel aksanaan diperbaiki, atau
keduanya dilakukan bersamaan.
Dalam penelitian ini, peneliti
hanya melakukan analisa pada tiga
tahapan pengawasan, yaitu penetapan

standar pelaksanaan (perencanaan),
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penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan, dan pengukuran pelaksanaan
kegiatan nyata/l sistem monitoring).
Ketiga
dianggap relevan dengan permasalahan

tahap ini  dipilih karena

yang dikemukakan.

C. "Metode Pendlitian

Sesual =dengan latar belakang
masalah dan tujuan=, penelitian, maka
penelitian ini tergolong jenis penelitian
deskriptif. Penelitranyini dilakukan di
Biroo Umum  Sekretariat Daerah
Provinss Kalimantan Bérat. Subjek
penelitian adalah 5 (lima) orang
pegawai penyimpan barang dan| 5
orang pegawai pengurus barang milik
daerah. Penentuan subjek penelitian
sebagal informan menggunakan teknik

purposive, Sedangkan untuk
melakukan cross-check terhadap data
primer .yang —diperoleni melalui

wawancara kepada pegawai, penulis
melakukan kepada
informan kunci, yaitu: Kepaa Biro
Umum Sekretariat Daerah Provins
Kadimantan Barat, selaku
pengguna barang dan Kepala Bagian

wawancara

kuasa

Perlengkapan Biro Umum Sekretariat
Daerah Provins Kalimantan Barat

selaku pembantu pengelola sekaligus
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atasan langsung pengurus/penyimpan
barang. Objek pendlitian ini adalah
pengawasan dalam pengelolaan barang
milik daerah di Biro Umum Sekretariat
Daerah Provins Kalimantan Barat.
Objek ini
maksimalnya pengelolaan barang-
Sekretariat

dipilih  karena belum

barang milik daerah di
Daerah Provins Kalimantan Barat.
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah: observas partisipan,
wawancara, dan, teknik dokumentasi.
Instrumen  yang digunakan dalam
pengumpulan data melalui pendekatan
kualitatif, dalam pendlitian ini adalah
peneliti sendiri, dengan didukung oleh
aal bantu, seperti alat tulis dan aat
lainnya. Untuk membantu memperaleh
data yang diperlukan dalam penelitian
ini peneliti menggunakan alat. Analisis
data dalam penelitian-ini menggunakan
pendekatan kualitatif. “Adapun teknik
analisis data®yang digunakan mengacu
pada model analisis data interaktif dari
Miles and Huberman (dalam Sugiono
2011: 246-253), meliputi: reduks data,
display data, dan verifikas data
Sedangkan validitas atau pemeriksaan
keabsahan data, menggunakan teknik
triangulasi dengan sumber data.
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D. Hasll Penditian Dan

Pembahasan
Hasil penelitian  menunjukan
bahwa, kinerja pengawasan
pengeo;aan  barang-barang  milik

daerah, terutama dalam menyampaikan
laporan berkala dan laporan serah
terima,_barang masih kurang tertib.
Proses penyimpanan dan penyaluran
barang-masih kurang memperhatikan
aspek administrasi, terutama pencatatan
barang: yang masuk dan. yang
disalurkan pada setigp unit/bagian di
Biro Umum  Sekretarfat Daerah
Provins Kaimantan Barat. Selain itu
kurangnya
terhadap

perbendaharaan barang milik daerah

pengetahuan .. petugas

inventarisir dan
sehingga stok of name secara berkala
maupun__incidental terhadap barang
milik daerah belum pernah dilakukan.
Ha  tersebut pada

perencanaan kebutuhan dan pengadaan

berdampak

barang yang tidak.=Sesuai dengan

standarisasi karena  perencanaan
pada

unit/bagian belum didasarkan atas skala

pengadaan  barang setiap
terutama
tersedia,

alasan

prioritas  barang-barang
mengenai anggaran yang
barang yang dibutuhkan,
kebutuhan,

cara pengadaan,
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standarisas  dan spesifikas barang
yang dibutuhkan dan jumlah barang
yang dibutuhkan.

dalam

barang-barang milik daerah masih

Kinerja pengelolaaan
kurang memperhatikan standar yang
berlaku,
kebutuhan barang

contohnya;  perencanaan
tidak dilaktukan
dengan memperhatikan data yang
sudah ada, sehingga menyebabkan
terjadinya pengadaan barang secara
berulang-ulang, «dan masih ditemukan
perencanaan ‘barang yang tidak sesual
dengan standarisasi
kebutuhan barang bak dilihat dari
standar harga, tipe/merk. Setiap unit

kerja/lbagian di Biro Umum Sekretariat

perencanaan

Dagrah Provins Kaimantan Barat
tidak'y, memiliki lengkap
mengenai barang-barang milik daerah.
Ha ini { menyebabkan setiap Kepaa

data yang

Bagian daam membuat -perencanaan
kebutuhan barang tidak-memperhatikan
data dan terdapat_barang-barang yang
tidak perlu tetapi masuk dalam rencana
kebutuhan barang, selain itu pengajuan
oleh

kerja/lbagian tidak disertai alasan secara

barang-barang unit-unit

jelas terhadap perencanaan barang-
barang tersebut.
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Kegiatan monitoring sebagal
salah satu bentuk tindakan mangjerial
belum dilaksanakan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak
dibuatkan kartu kendali dan dilaporkan
kepada (Kepaa
perlengkapan),  selaku
sekaligus atasan langsung pegawal

atasan Bagian

pengawas

pengurus dan_ penyimpan barang.
Disamping itu kurangnya kesadaran
pegawa penyimpan dan pengurus
barang milik daerah pada Bire, Umum
Sekretariat Daerah
Barat

Provins
Kalimantan untuk
memberlakukan atau memberikan kartu
kendali penggunaan dan pemeliharaan
barang-barang milik daerah” kepada
para pengguna barang-barang milik
daerah. Masih adanya ketidak pahaman
pegawa___yang Sebagal
penyimpan dan pengurus barang milik
daerah mengenai-aplikass SIMBADA,
permasalahan ‘lainnya adalah masih

ditunjuk

terdapat unit kerja_atau bagian pada
Biro~ Umum  Sekretariat Daerah
Provins Kalimantan Baratyang tidak
tertib dalam menyampaikan laporan
dalam bentuk buku inventaris setiap

tahun.

E. Kesimpulan dan Saran
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Hasil pendlitian menyimpulkan
bahwa kinerja aktua pengawasan
pengelolaan  barang-barang  milik
daerah terutama dalam menyampaikan
laporan berkala, laporan serah terima
barang dan laporan dalam bentuk buku
inventaris setiap tahun masih kurang
tertib. Proses  penyimpanan.~“dan
penyaluran barang _mash kurang
memperhatikan _aSpek administrasi,
terutama pencatatan. barang yang
masuk dan yang-disalurkan pada setiap
unit/bagian di Biro Umum Sekretariat
Daerah Provins Kalimantan Barat.
Kinerja aktual dibandingkan dengan
standar - pengelolaan  barang-barang
daerah adalah

memperhatikan standar yang berlaku,

milik kurang

sehingga menyebabkan terjadinya
pengadaan barang secara berulang-
ulang, dan  mash  ditemukan
perencanaan barang yang-tidak sesual
dengan  standarisasi
kebutuhan barang baik dilihat dari
standar harga, tipe/merk. Pengambitan
tindakan

mengoreksi

perencanaan

mangjerial dengan

penyimpanan atau
standaryang tidak memadai terhadap
pengelolaan barang/inventaris milik
daerah belum dilaksanakan sesual

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu
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belum dilaksanakan tindakan
mangjerial berupa monitoring secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
serta tidak dibuatkan kartu kendali.
Masih adanya ketidakpahaman
pegawa  yang sebagai
penyimpan dan pengurus barang milik
daerah. mengenai aplikasi SIMBADA.
Adapun yang
digjukan dalam penelitian ini adalah

ditunjuk

rekomendasi

setigp unit Kerjalbagian diBiro Umum
Sekretariat Daerah
Kalimantan Barat diharapkan mendata

Provins

ulang secara lengkap barang-barang
milik daerah, tertib administrasi dalam
penyimpanan dan penyaluran barang,

adanya kegiatan  kursus/pelatihan

kepada pegawai penyimpan [dan

pengurus barang, serta dilaksanakannya

monitoring  terhadap  pengelolaan

barang/inventaris- milik daerah secara
berkala setiap-6 (enam) bulam sekali.
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